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Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat menangani perlakuan terhadap monopoli Negara oleh hukum persaingan usaha. Monopoli
Negara yang dilakukan pemerintah berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa
yang menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti halnya monopoli Negara di bidang jasa kepel abuhanan
berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Penyelenggaraan pelabuhan
dilakukan oleh pemerintah melalui BUMN (PT Pelindo). Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun
1992 tentang Pelayaran perlu dilakukan penyesuaian karena monopoli yang dilakukan pemerintah melal ui
BUMN (PT Pelindo) menghambat pengembangan pelabuhan dan membatasi persaingan karena kurangnya
partisipasi pihak swasta dan pemerintah daerah. Undang- undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
terbentuk untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran. Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2008 memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli di bidang jasa kepel abuhanan.
Membuka kesempatan pelaku usaha lainnya untuk dapat melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan
sebagal Badan Usaha Pelabuhan. Pemisahan fungsi regulator dan operator, fungsi regulator dilakukan oleh
pemerintah melalui Kementerian Perhubungan yang kemudian dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan dan Unit
Penyelenggara Pelabuhan. Sedangkan fungsi operator dilakukan oleh Badan Usaha Pelabuhan yang telah
mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan. Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2008 tentang Pelayaran juga memberikan peran serta pemerintah daerah dan swasta secara proporsional
untuk melakukan kerjasama di bidang jasa kepelabuhanan. Metode penelitian yang digunakan padatesisini
adalah metode penelitian normatif.

...... Article 51 Law No. 5/1999 on prohibition of monopolistic practices and unfair business competition of
state monopolistic handled by competition law. State monopolistic by government associated with
production and or marketing of goods and or services that dominate public needs. For example, state
monopolistic in port services by Law No. 21/1992 on Shipping. Organizing port which done by the
government through state enterprises (Indonesia Port Corporation). Enforcement of Law No. 21/1992 must
to changes because monopoly by government through state enterprises (Indonesia Port Corporation) inhibit
the development of ports and restrict competition because lack of the participation of the private sector and
local government. Law N0.17/2008 on Shipping is form for change Law N0.21/1992 on Shipping. Law
No0.17/2008 on Shipping contains provisions about elimination of the monopoly of port services. It isopen
the opportunity other businesses to conduct exploitation activities in the harbor as a port entity. Separation
of the regulator and the operator; promulgation through Ministry of Transportation performed by the port
authority and port operator unit. While the operator by port entity that has obtained permission to conduct
activitiesin the port consession. Law No. 17/2008 on Shipping also provide participation of local
government and private sector proportionally to perform cooperation in port services. Research methods
used in this thesis is a normative research methods.
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